BAB V
PENUTUP
5.1.Kesimpulan

1. Pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan asal usul anak di
Pengadilan Agama Padang memakai beberapa dasar hukum yaitu Undang-
undang nomor 1 tahun 1974, Kompilasi hukum Islam pasal 100-103,
putusan mahkamah konstitusi nomor 46/PUU/VI111/2010, undang-undang
nomor 35 tahun 2014, Undang-undang N omor 48 tahun 2009 dan
beberapa prinsip magashid al-syariah. Dasar hukum hakim yang menolak
putusan tentang asal usul anak adalah Kompilasi hukum Islam (KHI),
hukum acara perdata, Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan prinsip
maqashid al-syariah.

2. Akibat hukum dalam putusan Pengadilan Agama Padang tentang asal usul
anak terhadap ayah biologis adalah pengakuan hubungan perdata antara
anak dan ayah biologisnya, pengakuan terhadap hak-hak keperdataan
anak, hak perwalian dan perwarisan, hak identitas dan status sosial anak.

3. Penetapan asal usul anak oleh Pengadilan Agama Padang merefleksikan
penerapan magashid al-syariah secara konkret dalam praktik peradilan
dengan menempatkan kemaslahatan dan perlindungan anak sebagai tujuan
utama putusan. Melalui integrasi prinsip hifz al-nasl, hifz al- ird, dan hifz
al-nafs, hakim tidak hanya menegakkan ketentuan hukum positif dan
Putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi juga menghadirkan keadilan
substantif melalui pengakuan hubungan keperdataan antara anak dan ayah
biologis, pemenuhan hak nafkah, pendidikan, perwalian, serta kepastian
identitas administratif yang menghapus stigma sosial. Pada saat yang
sama, kehati-hatian dalam pembuktian tetap dijaga untuk melindungi

kemurnian nasab dan kepastian hukum.
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5.2.Implikasi

Implikasi teoretis dari penelitian ini menunjukkan bahwa maqasid al-
syari‘ah dapat berfungsi sebagai kerangka analisis yang relevan dan kontekstual
dalam pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Pendekatan ini mampu
menjembatani ketegangan antara norma figh Kklasik dan realitas sosial
kontemporer, khususnya dalam isu perlindungan anak.

Secara praktis, temuan penelitian ini memberikan kontribusi bagi praktik
peradilan agama dengan menunjukkan bahwa hakim memiliki ruang ijtihad untuk
menafsirkan hukum secara progresif tanpa mengabaikan ketentuan normatif yang
berlaku. Bagi masyarakat, penetapan asal usul anak memberikan kepastian status
hukum anak dan memperkuat jaminan perlindungan hak-haknya sebagai subjek
hukum. Implikasi yuridisnya adalah menguatnya legitimasi penggunaan
pendekatan maqgasid al-syari‘as dalam putusan pengadilan agama, terutama

dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan hak anak dan keadilan substantif.

5.3. Rekomendasi

Penelitian ini merekomendasikan penguatan penerapan Magqasid Al-
Syari‘Ah secara konsisten dalam praktik peradilan agama agar pertimbangan
hakim tidak hanya formal-normatif, tetapi berorientasi pada perlindungan
kepentingan terbaik anak. Mahkamah Agung perlu menyusun pedoman teknis
atau memperkuat yurisprudensi guna menyeragamkan standar pembuktian dan
pola penalaran hakim, sementara kalangan akademik dan pembuat kebijakan
diharapkan mengembangkan kajian serta penyempurnaan regulasi hukum
keluarga agar perlindungan hak identitas dan status keperdataan anak lebih efektif,
adaptif, dan berkeadilan.

5.4.Keterbatasan Studi

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan. Pertama, objek kajian dibatasi
pada putusan Pengadilan Agama Padang dalam rentang waktu tertentu, sehingga
hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh pengadilan agama di
Indonesia. Kedua, penelitian ini bersifat normatif dengan fokus pada analisis
putusan, sehingga belum menggali secara empiris perspektif hakim, para pihak,
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maupun dampak sosial dari penetapan asal usul anak. Keterbatasan tersebut
membuka peluang bagi penelitian selanjutnya untuk menggunakan pendekatan
empiris atau komparatif antar pengadilan agama guna memperoleh gambaran
yang lebih komprehensif mengenai penerapan maqasid al-syari‘ah dalam hukum

keluarga Islam.
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